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REHES PROVINSI JAWA TENGAH
N DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR & TAHUN 2020

TENTANG

AAPATAN DAN BELANIA DAERAHKABUPATEN

RREBES TAHUN ANGGARAN 2021

MHF'EH

DENGAN RA

HMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BLIPATI BREBES,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 311 Ayvat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah  diubah

beberapa kali terakhir dengan LUindang-
Undang Momor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  (DPRD) wuntuk memperoleh
persetujuan bersama;
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&

b. bahwa Peraturan  Dasrah  Kabupaien

Brebes tentang Anggaran Pendapai
dan  Belanja  Daerah  (Apnn) p:_.::
diajukan  sebagaimana dimaksud  dalam

hurul &, merupakan perwujudan  dari
Rencana Kerfla Pemerintah Daerah Tahisn

2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanga
Daerah [I:UA-AF*H.!]J serla Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang
teelah disepakati bErsarma antaras
Pemerintalh  Daerah  dengan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal
14 Agustus 2020;

. babwa berdasarkan pertimbangan

sehagaimana dimaksuddalam huruf a dan

huruf b, peru menetapkan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun

Anggaran 2021,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Megara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan D-l-!mh-:l-u:rah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42},

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara {L'“‘h;n";;
Megara Republik Indonesia Tahun s
Namor 47, Tambahan Lembaran Neg

i 4286);
Republik Indonesia Nomot
4. Undang-Undang MNomof 1 Tlhunm1£
tentang perbendaharaan

o p
[I-:I:-H-:I.Hﬂ-"#'l.[‘:ﬂ'lﬂ-l:h'uﬂ

Mengingat : L
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r ] Indanesia

[Lembaran Megara RAepubiok
gaphun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran  Negara  Arpublik  Indonesia
r A355)

undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
penttdng SEELEim Ferencanaan
ppmbangunan Masional [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 3004
sdomar 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor Adr1);

undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

.
ientarg Perimbangan  Keoangan Antara
pemerintah  Pusat dan Pemerintahan

paerah  (Lembaran Negara Republik
indonesia  Tahun 2004 Nomor 126,
fambahan Lembaran MNegara Republik
indanesia Momor 4438);

undang-Undang Nomor 28 Tahun 20019
tentang  Pajak Daerah dan Retribusi
paerah  (lLembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor  5049) sebagatmana
telah diubah dengan Undang-undang
somar 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

{Lembaran Negara Republik Indonesia
245 Tambahan

Tahun 2020 MNomaor
lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 6573);
i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Paraturan

tentang pembentukan

Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor B2,
Republik

. Tambahan Lembaran Negara
Chpewiai doragan CanSeani
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indonesia Nomor 5234 sehagai
diubah demgan lind.n;-u.,;::‘m,::r:::r'::
Tahum 2018 LE"|'I|'..|'|-H F!'Uhi-hlﬂ Atag
Undang-Undang MNomor 12 Tahun 011
berrtang Pembéntukan Peraturan
Perundang- undangan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Namor
153‘1 Tambahan Lmh.ri" Hl:!lir'l-
Republik Indonesia Nomor 6308);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemenntahan Daerab (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Maomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kal
terakhir dengan Undang-undang Momor
11 Tahum 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik |Indonesia
Tahun 2020 Momor 245 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 6573);

10.Peraturan  Pemerintah  Nomor 109
Tahun 2000  tentang  Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan  Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4028);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012  teniang
Perubahan Atas Peraturan Pamerintah

Chirexisi dorsgan CanSaanim
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Umum  (Lembaran & -
|ndnﬁha Tahun Eﬂi;l-:nrm:rﬂwihjlr::
Tambahan Lembaran 1
Indaonesia Momar 3340}; ok i e
12 Peraturan Pemerintah MNomeor 5% Tahun
005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran  Negarm  Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran  MNegara Republik  Indonesia
Momor 4575);

t3.Peraturan Pemerintah Nomar 3 Tahun
2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,

Laparan Keterangan
Pertanggunglawaban Kepala Baerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
[Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693},

14.Peraturan Pemerintah MNomor 5 Tahun
2009 tentang Bantuan Keidangan Parta
Politik  (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia MNomar 4972) sebagaimana

telah  diubah beberapa kali  terakhic
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Pemerintah Momor 5 Tahun 2009

Chpenis dorggan CacnSan
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ontang Bantuon Keusngan Kcpada Partad

poltik  (Lembaran  Negara  Republik
ndonesia  Tahun 2018 MNomor 1

Teambahan Lembaran Negara Republik
indonesia NMomar 6177);

15 Peraturan Pemeriniah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi
pemerintahan (Lembaran Negara Republik
indonesia  Tahun 2010 MNomor 123,
Tambaharn Lembaran Negara Repuhblik
indonesia Nomor 5165}

iG. Peraturan Pomarintah Nomor 12 Tabhun

017 tentang Pembindan dan Pengawasan
Peryelenpgaraan Pemarintah Daerah

(Lembaran Negara Hepublik  Indonesia
Tahun 217 Nomar 73, Tambahan Lembaran

Megara Republik indonasia Nomor G041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Haak Keuangan dan
Administrasi  Pimpman dan  Anggota
Dewan  Perwakilan Rakyat Dagrah
(Lembaran Negara Republik Indones:a
Tahun 2017 MNemor 106, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 6O57);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolazn Kevangan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 MNomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Repoblik Indonesia
Nomor 6322);

19.Peraturan  Daerah Kabupaten Brebes
Romar 10 Tahun 2008 tentang Pokok-

) pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah

Chpenis dorggan CacnSan
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vV ?

(Lembaran Daerah Kabupaten Brehas Tahun
2008 Nomar 14 A);

20.Peraturan  Daerah Kabupaten Brebhes

Womar 3 Tahun 2011 tentang Retribuss
paarah (Lembaran Dasrah Kabupaten
Arebes  Tahun 2011 Nomar 3
sebagaimana telah diubah beberapa kall

terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes Namor 1 Tahun 2017

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
paerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun
2011  tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2017 Nomar 1});

Dengan Persetujuan Bersama

OEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN  BELANIA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN
2021



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

I E
Pasal 1
— paerah inl yang dimaksud dengan :
IJ-'J""'IHI;.;EI' igh Kabupaten Brebes.
1_Ill"'"h| cahan paerah adalah penyelenggaraan  urusan
g, pemEl oloh Pemgrintah  Daerah dan  dewan

Fm'ﬂﬁ;nh:;lﬂt |:|5.I1IE-I':H.h menurut H%as atonomi dan tugas
'hl:ull"l dengan prinsip etonomi seluas-luasnya dalam
Ff’“hind.n pr||'154'|:| Megara Kesatuan F:Epuhhh Indonesia
ﬂuﬂ:‘ﬂnnn dimakswd  dalam Undang-Undang Dasar
ﬂ. aepublik Indonesia Tahun 1245,
j,.,-mﬂrnh paerah adalah kepala dasrah sebagal unsur

ra  pemerintahan daerah  yang mamimpin

el
petaksanaan UrEsan pomenntaban Vang menjadi
kewenAngan danrah alonam.

4 Pengelnlaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan

ang meliputi perepcanaan. pEnganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaparan, pertanggung-jawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

j.Anggaran  Pendapatan dan  Belama Daerah  yang
slanjutnya disingkat APBD adalah rencana leeuangan
Erun daerah yang ditetapkan dengan peraturan

b,
E Pedaman Pemyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai

pelinjue dan  arah bagi p!meﬁnmhan daerah dalam
Pemywsunan, pembahasan dan penetapan APBD

Pasal 2
Vegaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes

T
,.h:h'""'ﬂirm 071 terdiri atas pendapatan daerah,
daersh, dan pembiayaan daerah dengan rincian

"ehaga

L gt

L ety hhi""h Rp. 3.097,307 631.000,00
Onfisit (Rp 123.474.583.000,00)
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aerah
L P _":Ifn Ap. 161 144.583.000,00
g PER Slaran Bp, 37.670.000.000,00
b Pﬂ"mﬁn Netto Rp. 123.474.583.000,00
sisa Lebih Pembigyaan Anggaran
1ahun Berkenaan Rp. -
Pasal 3

ran Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan
Hﬂp;ﬂ,n'g?jﬂ?j! 2.000,00 yang bersumber dan ;

ﬂ'",,dimmn Asli Daerah;
(]
" atan Transfer; dan

. Lin-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Pasal 4

i Pendapatan Ash Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3haruf a direncanakan Rpd413.148.007.000,00 yang
bevdin abad: '

d. Pajak daerah,

b. Retribusi daprak;

. Mmi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan

4 Lain-lain pendapatan asl daerah yang sah.

A Pajak  daerah sehagaimana dimaksud pada ayat (1)

" hurul adireneanakan sebesar Rp114.120,000.000,00,
Retribusi daerah sehagaimana dimaksud pada ayat (1)

" m”"lﬂﬂmhn sebesar Rp33.091.940,000,00.

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
*bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
1 "thesar " Rp9.882 962 .000,00.

- Pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
Pada ayat huruf d direncanakan sebesar
tﬂiiﬁlﬁligs_uﬂrm_ﬂl uru
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g

pPasal 5 '
imana dimaksud datam Fasa
an Transfer 58 35.000,00 yang

497.316.3
pendaFs ncanakan Rpd
& ) |I||I'ur 4] dire

pard" RN tan transfer permerintah pusat; dan
& pendaps pransfer antar daetah, -
2 b nsfed pemerintah pusat gebagaim:a

H FH#H;.L;:‘“:;{ (1) hurul & direncanakan sebesar
femaks

'I”'Mﬁﬁz. b sebagalmana dimaksud

:F:,d“.-. wransfer antar daerah €

A I;ml (1) hueruf b direncanakan sebesar
pada B4 a0

§73.000,
e Pasal &

h sebagaimana
pendapatan dagrah yang %a

HFLHE.HJ_EEID.EHJEI,{[! yang terdiri atas
pendapiatan hitrah; dan
: Lgin-lain pendapatan sesual dengan ketentuan
peraturanperundang -undangan,
M Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pad
huruf @ direncanakan sebesar Rpl2.500.000.000,00.
0 Lein-lain pendapatan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
hanf ¢ direncanakan sebesar Rp174.343.200.000,00.

a ayat [1)

Pasal 7
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran2021 direncanakan
“hesr Rp3.220,762.215.000,00 yang terdiri atas :
; ::L'Th Operasional:
. "l!l Modal.
g . 2na Tidak Terduga; dan
efania Transter

b
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pasal &
0 .p.p.ll'i-'l-'lﬂl'mr
" h'hnl-; i

"'“"I terdici atas |
| y ﬂ";ﬂ‘-iﬂ5!31-1ﬂﬂaﬂﬁﬂnﬂ

sphagairmana dimaksud
direncanakan  sebesar

C
{ oo b
2 uan sosial
'! hmm,.np T::-I sohagaimana dimaksud pada ayat (1]
ol Fd]m,.ﬂ,,;.,mhn sehasar Rpl.134.4 56.973.000,00.
253 sebagaimana dimaksud pada ayat
r Hp?BE.HE.E?ﬂ.Iﬂﬂ.DU.
spbagaimana dimaksud pada ayat (1)
000,00,
ciancanakan sahesar Rpl.000,000 :
5 ﬁ shsidi  sebagaimana dimaksud pada ayatl (1)
s delirencanakan sehasar Ep. =
ksud pada ayot (1)

4 Belanja hibah sehagaimana dima
bl edirencanakan sebesar RpS2.291. 789, 000,00,

g Selanjs bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1}fwruf  direncanakan sebesar Rp20.060.500.000.00.
Pasal 9

8 Anggaran befanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 7 huruf b direncanakan sebesar
ApAE1.611.931.800.00, yang terdiri atas -
4. Befanja modal tanah;
b Belanja modal peratatan dan mesin;
:t- Belanja modal bangunan dan gedung;
. H"“_F modal jalan, jaringan, dan ingasi;
3 Belanja modal aset tetap lainnya; dan

i1 l'!h:ﬂ"ﬂ' modal aset tidak terwujud.
“-}hl.rﬂm tanah sebagalmana dimaksud pada ayat

a direncanakan sebesar Rp256.000,000,00

B
Chipeulss dergan e

4
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n da geduni 2
H:I‘_ .:r-;_a'l. hur“r C lelEI'I[,-Hﬂ Ean EIEh'EE'
ay
'aringan. dan ! gas) iehaziif?:ﬂ'
anakan S€ @53
(1) pruf d direnc
pada ay
000,00 _ 4
jli: gzt tetap jainnya S-Ehllﬂﬂlr'ﬂ-'ilflil dirmakst] :
huruf B direncanakan gahesd
il d pada
quet lainnya sohagaimana dimaksud P
paruf ¢ direncanakan sphesar Rp
pasal 10
Tidak Terduga spbagaimana dimaksud

huruf C
410,000.000.000,00 yang
pasal 11
0 Anggaran belanja ranster sebagaimand
Pasal 7 huruf d
AphAd, B4 451.000,00, yang terdiri atas |
a. Belanja bagl hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

direncanakan
rerdiriatas belanja tidak terduga.

direncanakan

gehesar

dimaksud dalam

sebhesar

A Belan :
w}: [::m hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
" Mﬂ: :'!I'I-I:ll'll'l:ln sebesar Rpl4.396.194.000,00.

antuan keuangan sebagaimana dimaksud pada

T i L
488.257.000,00,

A

direncanakan

sebesar
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Pasal 12

penetimaan pembiayaan;dan
pangeluaran pambiayaan,
Pasal 13

(1] Anggaran penefimasn pembiayaan sebagalmana dimaksugd
datam Pasal 12 huruf & direncanakon  sebesar
Rpl61.144.583.000,00, yang terdirl atas
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tabun anggaran

sebelumnya; dan
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

1 Sisa  lebib perhitungan anggaran tahun  Gnggaran
-phelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
3 direncanakansebesar RplEl. 134 583.000,00

{1} Penerimaan kemball pemberian  pinjaman  daerah
sehagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b direncanakan
sebesar Rpl0. 000, 000,00,

Pasal 14

Il Anggaran pengeluaran  pembiayaan sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 12 hurufl b direncanakan sehesar
Rpd7.670.000.000,00, yang terdiri atas :

a, Penyertaan modal daerah;dan _
b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh t:":dﬂ;m

Il Penyertaan modal daerah sebagaimana dimalks
#yat (1) huruf a direncanakarn rebesal

“' b ot kok utang Yang |
Pembayaran clcllan po i
“h‘lﬂir:ﬂna dirmaksud pada ayat (1) huruf B direncana
sebesar Rpl3 .E?:Luuu.nuﬂ.n::.ﬁ
Fae ah deEngEn
anggaran belanja daerah mengakibatkan 1€

Chpenis dorggan CacnSan
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L

I”D,iil-l'ﬂ keadaan darural termasuk k

“ Pengeluaran daerah yang

14

pambiayaan neto yang Merupakan gal;

sd
pembiayaan terhadap e h :::I:Ilrn-m
direncanakan sebesar Rp123.474.583 000 0o Fyaan
Pazal 16 c

eporiuan
pemerintah Daerah dapat melakukan n:nuulu:::dii::i

pelum tersedia  anggarannya  dan/atay pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah jny,
yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran
pendapatan dan Belanja Kabupaten Brebes Tahun
anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara
teriebih  dahulu  merupakan perubaban  Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APRD, dan
pemberitahuan  kepada Pimpinan DPRD selanjutnya
disampatkan dalam Laporan Healisasi Anggaran,

(1} Keadasn darurat sebagaimana dimaksud pads ayat (1)

e lipati |

a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa; .

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolfongan,
dan/atau

E. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu

kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagalmana dimaksud pada ayatl
11} mefiputi -
& Kebutuhan daerah dalam rangka pela

masyar yang anggarannya belum b

anggaran berjalan:

bersifat waijib; e
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8

pnn!Ef["“'h Daerah dan bdak dapat dprediksikan
...h.u-ll.ll'l"""l'"“r LErtd amanal peratwran perundang-
Mdﬂam gan/akau
i pengeluaran daerah lainmya yang apabila  ditunda
A menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
— Daerah danfatay masyaraka
Pasal 17

Jralan whith Ianjut  Anggaran Pendapatan dan Belanja
paerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum
Lampliran  yang merupakan  baglan yang tadak
wprpisahkan dari PeraturanDaeral ini, terdiri dari |
L Lampiran | Ringkasan APBD  yang diklasifikasi
menurut ketompok el s
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Ringkasan APBD yang clik lasifikas)
snuryt  urusan pemerintaban  dacrah
dEn organreasi;
Rincian APRD et urusan
pemerintahan  daefah, organisasi,
pendapatan, belanja, dan pemblayaan;
£ lampiran |V  Rekapitulasi belanja  menurut  uTuSan
pemerintahan daprah, organtsasi,
program, kegiatan beserta hasil dan sub
kegiatan beserta keluaran;
5 lampiranV  Rekapitulasi belanja daerah  untuk
kpselarasan dan  keterpaduan  urusan
pemerintah daerah dan fungsi dalam

3. Lampiran I

1 Lagmplran £

karangka pengelolaan kauangan
negara;
b LampiranVl Rekapitulasi belanja wAtuk pemenuhan

SPM:
). lampiranVill Sinkronisasi program _pada  RPIMD

i dengan rancangan APBD; b
. lampiran  Sinkronisasi program, kegiatan dan su

Chjpeaiss dorgan CarnSine
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1

il

1

13,

id

15
b

Lampiran XV
Lamgplran
XVl

16

kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
APBD,

Sinkronisasi program prioritas nasional
denganprogram prioritas dasrah;

paftar jumiah pegawal per golongan
dan perjabatan;

Daftar piutang daerah;
penyertaan modal daerah dan Investasi

daerah,
perkiraan penambahan dan

pengurangan aset lalnnya daerah;
Daftar sub kegiatan tahun anggaran
sehelumnya yang belum diselesaikan
dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran yang di rencanakan;

Oaftar dana cadangan; dan

paftar pinjaman daerah.
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pazal 18
gupati Brebes tentang

turan _
ﬂ"'"'!"ilpun p::;.:pntan dan Belanja Daerah sebagai
U paral anggaran pelaksanaan Anggaran pendapatan dan
por®

' I
u.l-l.:-‘l'l!"ﬂ“i
geian? "m!mh' pasal 19 ad
paerah ini mulai berlaku pada ta
p!l‘l“"?"
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